
WALIKOTA BANJARBARU 
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 

NOMOR 10 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH  KOTA BANJARBARU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARBARU, 

Menimbang  a bahwa dalam rangka meninglcatkan kualitatt 
sumberclaya aparatur sesum dengan kompetensi 
keilmuan yang diperluknn di lingkungan Pemerinath 
Kota  Hanjarbru-u  dtpandang  perlu untuk 
mengembangkan program togas bekoar; 

b.  bahwa dalam upaya menrapin basil yang optimal, 
efisien elan akuntabel, maka pelaksanaart 

pendidikan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil 
sebagitimana dimnksud path buruf a perlu diatur 
dengan Peraturan Walikora; 

Mengingat 1.  Undang-Undang Nomor S Tabun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tuhun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) selsigairrutrui 
(dab diubah dengan Undang-Undang Namur 43 Tabun 
1999 tentang Perubahan Atus Undang-Undang Nomor H 
Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuangan Negara Iliembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasinnal (Lembaran Negaru Republik 
Indonesia Tabun 2003 Nomor 78, Tambalum Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 



4. Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukun Kotanualya Dacruh Tingkut II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 43, Tumbalum Lembunm Negara Republik 
Indonesia Humor 3822); 

5. Undang-Undang Namur 32 Tahun 2004 tentang 
Pentenntahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbarun 
Negarn Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanu 
tclith diuboh beberapa kali terakhir dengan Undang• 
Undang Namur 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedun Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 
tentang Pemerinuah Daerah (Lembaron Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59:rumba/Ian Lembaran 
Negara Republik Indonesia Honor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan I.:cue/wan Anwro Pemcrintah Pusan dan 
Pcinerintahan Daera  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terming 
Pem ben tukan Perotoren Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Namur 82, Tambahan Leinbaran Negam Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (temburrin 
Negani Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negani Republik Indonesia Nomor 
3547) sebagaimana !dolt] diubnh dcngan Peraturan 
Pcmcrintah Nomor 40 Tabun 2010 tentang Perubuhan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembartin Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 51, Tambahan Lembaron Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 
Peraturan Prmenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkntan Pegawai Negeri Sipil Datum Jabatan 
Strukturnl (Lcmbaran Nepali Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan lembanin Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagainuimi telah diubah 
dengan Peraturan Penicrintah Manor 13 Tahun 2002 
writhing Perubahan Atas Peraturan Prmerintah Nomor 
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatun Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jubatan Struktural (Lembaran Negani 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33. Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Numor 4194); 

10. Pcraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 terming 
Wcwenang  Pengungkatan.  Pettundahan  den 
Pemberhentian Pegawai Negen Sipil (Lembarun Negare 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor IS. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 



sebagaimano telah diubah dengan Peraturtin Pemerintah 
Nomor 63 Tuhun 2009 tcntang Perubahan Alas 
Peraturan Pcmerintah Homer 9 Tahun 2003 tentang 
Wewcnang  Pcngangkatan,  Pcmindahan  dan 
Pemberhentinn Pegawai Negeri Sipil ILembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 164); 

I I.  Penituran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenmng 
Pengclolaan Keuangan Daerah ILembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tarnhahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Perigelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberopa kali tcraldur dengan 
Pennwalt Menteri Dolan Negeri Namur 21 Tahun 2011 
tentang Pcrubahan Kcdua Alas Penituran Pcraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tcntang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berlin Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Penituran Menteri Dolam Negen Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perim 
Nrgara Republik Indonesia Tuhun 201 I Nomor 694): 

14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Pemberinn Tugas Belmar dan Ian Fklajar, 

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Pokok.Pokok Pengelokum Keuangan 
Daemh (Lembanni Darnall Kota Banjarbans Tahun 2007 
Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambethan Lembamn 
Daerah Kota Banjarbani Nomor I); 

16. Peraturan Mundt Korn Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 
ternang  Unison Pemetintahan Yang Mcnjadi 
Kewenangan Prinerintah Kota Banjarbaru Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D 
Nomor Seri 1); 

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pembentulcan, Organisasi don Toni Kerja 
Sekreturiat Dacmh dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2008 Homer 10 Sent) Humor 4); 

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Homer II Tahun 
2008 tentang Pembentulcan, Organisasi dan Tutu Kerja 
Diana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjurbaru Tahun 
2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) 5ettgaimana telah 
diubah dengan Peratunm Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pentbalian Atas 
Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentultan, Organisasi dan Tam Keno 
Diann Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Banjarbaru (Lemburan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2011 Nomor 20); 



19. Pcraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 
2008 tcntang Pcmbentukan, Organinasi clan Taal Mena 
Lemlxiga Tcknis Dacrah dan Satuan Pohsi ()among Praja 
Kota Banjarbaru (Lomb/trim Daerah Kota Banjarbaru 
Tahun 2008 Nomor 12 Sen D Nomor Seri 6) 
sebagairnana telah diubah dragon Peraturan Dacrah 
Kota Etamarbant Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atus Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi 
dan Taal Kcrja Lembaga Teknis Daerah dun Suntan 
Polisi Pamong Pram (Lombardo Dacruh Kota lianjarbaru 
Tabun 2011 Nomor 21); 

20. Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Pcmbentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Keearnatart clan KrIumhan di Wilayah Kota Banjarbaru 
Tahun 2008 Nomor 13 serif) Nomor Seri 7); 

21. Peraturan Walikota Banjurbani Nomor 06 Tahun 2011 
tentang Tara Biuya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Bat Pcjabat Negua, Pegawai Negen, Pegawai 
Tidak Team dan Pegawati Honorer Lainnya sena 
Tunjangan Tugas Belajar / Ikatan Dinas dun Binya 
Pendidikan Lainnya di Lingkungan Pernerintah Kota 
Banjarburu (Berit° Daerah Kota Banjarbaru Tahurt 2011 
Nomor 6) schavaimana diubah dengan Peraturan 
Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 terming 
Perubalum Mn Peraturan Waltham Banjarbaru Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Tara Slays Per-pia:tan Mengikuti 
Pendidtknn dan Pelatihan Bagi Mahar Ncgara, Pegawai 
Negen, Pegawai Tidak Team den Pegawm Honorer 
Lainnya sena Tunjangan Tugas Etclajar / Malan Dinas 
dan Biaya Pendidikan Lainnya di Lingkungan 
Pemerintah Kota Banjarbaru 'Berlin Darnall Kota 
Banjarbaru Tabun 2011 Nomor 26); 

22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Tugas Pokok don Fungal Sedan Kimegawitian. 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru 
(Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 
18); 

MEMUTUSKAN 

Menctapkan  PERATURAN WALIKOTA  BANJARBARU TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 

 



BAR I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan : 
I.  DeemIt adalith Kota Banjarbaru. 
2.  Pemenntah Daenth aditlatt Walikota Banjarbaru heserta perangkut 

daerah .ebagni unsur penyelenggara pcmerintahan daerah. 
3_  Waltham adalah Walikota Banjarbaru_ 
4.  Badan Kepegawman Detroit dan Pendidikan, Pelatihan adalah Baden 

Kepcgawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru. 
S.  Pembina Pendidikan Tugas Relajar  adalah Kcpula Radon 

Kepcgawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarixtru 
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 

Banjarbaru yang bekerja di lingkungan Pernerintah Kota Benjartxtru. 
7. Tim Diktat dan Pengembangan adalah pare pejabat pembina 

kepegawaian yang berwenang untuk mernverifikasi kelayakan den 
kompctensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru untuk 
dapat dibenkan izin tugas belajar dan memproyeksikan civil effect 
setclah scksai pendidikan. 

8. Mahasiswa Tugas Belajar taittlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 
Beniarbare yang mcmcnuhi syarat admirustrasi den lulus selekai sena 
mcndapat ijin rekomendasi dari Kepala SKPD yang beraangkutan. 

9. Tugas belajar adalah tugas pendidikan yang diberikan pejabat yang 
berwenang kepada Peg:twat Negeri Sipil Daerah yang memenuhi wand 
untuk mengikuti pendidikan sexual denwin kompetensi keamuan yang 
diperlukain untuk keperaingan pcningkaran Maeda organisasi. 

10. Kompetensi adalah keseluruhan kcmampuan dun karateristik yang 
dimiliki oath seorang Pegawai Negeri Sipil Dacrah yang mencakup 
pengetahuan, keterampilan dun sikap perilaku dalam pelaksanzum 
togas secant professional, efektif dan clisicn. 

II. Proses seirksi <Webb kegitnan yang dilakukan untuk menguji 
kemampuan Pegawai Negeri Sipil Dar rah yang dianggap lay-ak dan 
cakap serta kernauan untuk mengikuti pendidikan togas belajar 
berdasarkan peta kebutuhan pendidikan don fomutsi Pegawai Negeri 
Sipil. 

12. &sena selcksi tugas belajar adaiah Regrowth Negeri Sipil Daerah yang 
mcmpunyai kcmauan, kemampuan dan direkomendasikan oleic 
kepula SKPD nya untuk mengikuti pendidikan tugas belajar. 

13. Perguruan Tinggi adalah lembatat pendidikan tinggi yang secant 
fungsional  tnemiliki  kewenangan dan kemampuan untuk 
mengembanglcan sumbcrdaya manusia. 

14. Pangkat adalah kedudukan yang menujukan tingkatan seorang 
Pegawai Negeri Sipd dalam rangkalan susunan kepegawaum yang 
digunalum sebagai dasar pengganart. 

I S. Pejahst yang berwenang adalah pejabat Pembina kepeguwainn yang 
memptinym kewenangan memberikan pendidikan tugas belmar. 

lb. Rekomendasi adalah irin yang diberikan olch Kepala SKPD kepada 
seorang Peguwai Negen Sipil Dacrah yang akan mengatuti pendidikan. 
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17. Kewajiban adulah suatu ketentuan yang hares dilaksanakan seorang 
Pegawai Ncgeri Sipa Daerah scbogai mahasimea rugas Wayne. 

18. Larangan adalah sesuatu yang mengatur tata tertib yang udak botch 
dilakulcun oleh Pegawat Negeri Sipil Daerah sebagai mahamswa togas 
belajar 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJVAN 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanann Pendidikan Tugas Eic%ajar di lingkungan 
Pcmerintah Kota Banyktrbaru ditctapkan dengan maksud untuk 
mengatur dan memperstapkan sumberdaya aparatur yang memiliki 
pengctahuan dan kenuunpuan yang diperlukan untuk inenunjung 
peningkatan kincrja organisasi yang didasurkan pada prinsip 
proksinnalisme dcngan berbasis kompetensi. 

(2)  Tttjuan disusunnyu Pedoman Ptlaksanaan Pendidikan Tugas Belmar di 
lingkungan Pemerintith Kota Banjarbaru adakth untuk mernlicrikan 
panduan bagi pembina kcpegawaian dab= pelaksantam proses 
perencartaan, pcLaksartaan, pengendalian dun pembinaan nuthasiswa 
tugas belajar sena pcnaman alumni togas brlajar. 

BAB III 

POKOK - POKOK KEBIJAKAN 

Pass! 3 

Pemberton pendidikan tugas belajar inerupakan komitmen strutegis 
melanin dalam upaya peningkatan dan pcngembangnn kualitas sumber 
days uparatur. 

(2) Pcrencanaan pemberian togas ticIa)ar didasarkan pada proyeksi 
kebutuhan sumber daya operator dengan upaya peningkatan kincrja 
inslansi. 

(3) Pendidikan rugas belajar diberikan kepada Pegawni Negeri Sipil Daerah 
yang mcmcnuht syarat administrasi don seleksi sena mend/mat ijin 
rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan. 

(41  Program Pendidikan tugas belajar dalaserkan pada kebutuhan 
kompetensi keilmuan yang sifatnya Itungka, suattins dim mendesak 
Sens chbutuhkan olch Pemerintah Darrell yang akan diinformasiltan 
alch Sudan Kepegswition Duenth don Pendidikan, Pelatihan secani 
terbuka. 

(5)  Penawkintn Program Pendidikan berasal dari lembaga pendidikan yang 
diakui oleh Dikti (Direltiorat Pergurtatin Tinggi) untuk Perguruan Tirana 
Negeri Ann Kopertis (Koordinasi Pergunnin Tinggi Swasta) untuk 
Perguruan Tinggi Swears dun ridak diperkenankati pc-now:Iran possum 
pendidikan yang berasal dari !um tanpu mekklui Badan Kepegawain 
Dacrah dan Pendidikan, Perturb/at Kota btanjarlxtru. 
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(6)  Pegawa. Neaten Sipil Daerah yang ingin mengikuti sckksi tugas Mt* 
hams mendapatkan izin prinsip dan Walikota mclalui Sudan 
Kepegawaian  Daemh clan Pendadikan. Pelatihan dengan 
memperhatikan analisia kebutuhan kompetensi keilmuan yang akan 
ditcmpuh. 

BAB IV 

SELEKSI CALON PEGAWAI TUCAS 

Pasal 4 

II)  Perencanaan dan penatringan colon Mahasiswa Tugas Belajar 
didasarkan pada formasi pcncmpatan aparatur. schingga dapat 
menghasilkan aparatur yang mcmiliki kanampuan sesuati densen 
kompetensi keilmuan yang diperlulam Pemerintah Daterah. 

(2) Persyarautn colon mahasiswa tugas bclajar ditetapkan berdasarkan 

a. kelengkapan administrasi; 
b. hasil Its psikologif asscsment education; 
c. basil akademis. 

(3)  Sticksi awal akan dtlakulcan olch Tim Diktat dan Pcngcmbangan yang 
mcmiliki kewenangan untuk mcnwerifikasi kelaynkan administrasi dan 
mcmlai kompetensi Prgawai Heger. Sipil Daerah yang selanjutnya akan 
direkomcndasikan untuk mengikuti seleksi pada tempat pendidikan 
yang tclah ditentukan. 

Pasal 5 

Persynratan administrant. scbagaimana dimaksud dalant Pasal •1 ayat 12 ) 
huruf a terdeli dari 

n. persyaratan umum; 

b persyaratan khusus. 
Pasal 6 

Persyaratan tunum wbagatmana dimaksud dalam Pasal 5 huml a 
berpedoman pada sikap, perilaku dan potcnsi yang mcliputi : 

a. moral yang talk. deddcast dan loyalitas terhadap tugas dan organtsasi; 

h. kemamputtn menjaga natma balk Pegawat Newt. Sipil Daerah dan 
'listens.; 

c. schat jasman dan rohani; 

A. motives' yang Ling' untuk mcningkatkan kompetertsi; 

e. prestos. yang balk dalam melaksanakan napes; 

1.  program sitgdi yang diminati edit mdevansinya dengan pendidikan 
sebelumnyo• 

g ticlak scdang mcngikuti pendidikan alau tclah mcmiliW gelar yang 
setingkat dengan progam studi yang diminati; 

h. bcrscdia mengabdi pada Pcmenntah Kota Banjarbaru selama 2 (dust) kali 
masa tugas bclajar (n) atau dengan mmus 2 x n. 



X 

Pasal 7 

(I) Persyaratan khusus Pcndidilum Tugas Schuar Program Diploma Sant 
ID-Ili  Diploma Dua (13-2) dots Diploma 'riga (13-j) taclalab . 

a. pangkat serendah-rendahnya Pcmaitur Muda (II/a) dengan masa kerja 
sckurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 

b. memiliki ijazah SLTA scderajat yang sah; 
r. bcrusia setingcp-tingginya 25 (dual puluh lima) inhum 
d. lulus scicksi administrasi; 
c. ketentuan lain yang ditcntukan okh pihak sponsor num pcnyandang 

dana. 
(2) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas &Lajas Program Diploma Empat 

(D-4) clan Strata Satu (SI) adalah : 
a. pangkat screndah-rendahnya Pengatur Muda (11/a) dengan masa kerja 

sekurang-lcurangnya 2 (dual minim 
b. memiliki ijazah SLTA sederajai dun Diploma yang sah dan 

sckolah/perguruan tinge negeri maupun swasta; 

c. bcrusia setinggi-tingginya 25 (duo puluh lima) uthun; 
d. nazis ijazah sekurang-kurangnya 7.00 (ninth koma no/ nog untuk 

SISA sederajat utau Indeks Prestasi Kumulatif (I13K) serendah-
rendahnya 2.75 (dun koma tujuh puluh lima) untuk Diploma; 

c. lulus sticks' administrusi; 
f. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mcnyesuaikan 

dengan yang dipersy-aratkan olch lembaga penyclenggaran pendidikan; 
g. ketentuan lain yang ditentukan etch pihak sponsor matt penyandang 

dana. 
(3) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Pascasarjana 

(S2) adalatt : 
a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja 

sckurang-kurangnya 2 (dual tahun; 
b. turnable' inizah SI yang sah dart perguruan tinggi negen maupun 

awaaa; 

c. benisia setinggi-tingginya 37 lugs puluh rujuh) tahun; 
d. pcndidikan SI yang dimiliki ada relevansinya dengan Program Studi 

S2 yang diminali; 
e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah - rendahnya 3.00 (Uwe koma 

not not); 
f. memiliki kernampuan berbahasa inggris yang buik dan dapat 

dibuktikan dengan nikti I nstitusional TOEFL sesuai yang 
dipersyarutkan olch lembaga penyektiggara pendidikan; 

g. lulus seleksi aidmintstrusi; 
h. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyesunikan 

dengan yang dipitrayaratkan cleft lembaga penyelenggaran pendidikan; 
i. Icetentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atnu pcnyandang 

dams. 



14) Persyaratan khusus Pendidikan Dokter Spestalis (PPDS) adalah : 
a. pangkat scrcndah-rendahnva Penata Muda Tk. I (111/b), CPNSD 

diperkenankan untuk mcngikuti pendidikan dengan 5y:toil-sync:it 
tertentu yang dtperkenankan °Leh sponsor utau pcnyelenggara 
pendidilum dan mcndapatkan izin/rekomcndasi dart Walikota; 

b. memiliki ijarah Doktor dart perguruan unggi negen maupun swasta 
yang terekreditasi; 

c. berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; 

d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sercndah-rendahnya 3.00 (tiga korai: 
nol nol); 

e. memiliki kemumpuan berbahasa inggris yang balk den dapat 
dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL sesuai yang 
chpersyaralkan olch lembagu penyelenggant pendtdikan; 

f. lulus seleksi administrasi dan akademis; 
g. per:wan:um usia dan Indeks Prestos: Kumulatif (IPK) mcnyesuaikan 

dengan yang dipersyaratkan olch lembagA penyelensgaran pendidikan; 

h. ketentuan lain yang ditentukan olch pihak sponsor ntau pcnyandang 
dams. 

(5) Pcroyeratan khusus Pcndidikan Togas Relater Program Doktor (S3) 
acialah 
at. pangkat serendah-rendahnya Penata (111/c) dengan masa ketja 

sekurang-ktarangnytt 5 (lima) tahun; 

b. memiliki :jamb S2 yang sah dart perguruan tinma negen maupun 
swasta yang teralcreditasi: 

c. berusia setinggi-tingginya 40 (emput puluh) tahun; 
d. pendidikan SI dan 82 yang dimiliki ada relevansinya dengan Program 

Studi S3 yang diminati; 
c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) screndah - rendahnya 3.00 (sign koma 

nol nol); 
f. mem:11kt kemampuan berbahasa inggris yang bulk dan dapat 

dibukttkan dengan nilai Inatilusional TOEFL sesuai yang 
dipersyaratkan olch lembagu penyelenggara pendidikan: 

g. lulus sticks: administrasi; 
h. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mcnycsuaikan 

dengan yang dipersyaratkan olch lembaga pcnyclenpgaran pendidikan; 
i. ketentuan lain yang ditentukan olch pihak sponsor emu penyandang 

dams. 

BAB V 
PENETAPAN PEGAWAI NECERI SIPIL DAERAH 

SEBAGAI PEGAWAI TOGAS BELMAR 
Pasal 8 

Pegawat Negeri Sipil Daterah yang telah dinyatakan metnenuhi ketentuan 
persyaratan dan lulus sclrksi dapat ditecapkan menjadi Pegewai Tugas 
Belajar dengan Keputusan Waltkota. 
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BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR 

Pasal 9 

Pendidikan watts belajar dapat dilaksanakan berdasarkan 
o. Icerjasama secant kemitruan dengan lembaga pendidikan final ncgeri 

muupun swasta bark di dalam muupun di hunt negeri; 
b. penugasari kepada Pegawai Negen Sipil Uaerah untuk mengikuti 

pendidikan tugas brlajar pada lembaga pendidikan tingly negeri muupun 
swasta batik dt dalam muupun di tutu negcri; 
kerjasama steam kemitrann dengan lembaga atau organisasi lain 
penyandang dana balk negeri ma upon muupun swasut.  

Pasal 10 

(1) Agar proses pemberian tugas belajar dapat mengakornodasi 
keseimbangan guitars kebutuhan number daya manusia dengun bebon 
kerja instansi, make setiap tahun pembina pendidikan tugas belnjar 
menyusun analisis kebutuhan pendidikun kedinason imps behtinr. 

(2) Analisis kebutuhan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud 
pada nyat II) mengacu kepada 
a. tugas pokok dan fungsi Salaam Etna Perangkat Daemh; 
b. keadaan dan kehutuhan aparatur berdasarkan kompetensi 

pendidikan; 
e. kajian terhadap formasi pengungkatan Caton Pegawat Negcri Sip') 

Daemh (CPNSD) tahun berjalan; 
d. kescirnbungan antura bebnn tugas instant dengan kebutuhan 

aparatur; 
e. jumlah Pegawar Negen Sipil Dacrah (PNSD) yang sedang mengikuti 

pendidikan tugas belajar / izin belajar. 

Paull I I 

(1) Penyelenpgamait pendidikan tugas belajar yang dibirtyai 
APRN/APBD/LN dart lembago swasta lainnya pengelolaanya menjadi 
kcwemtngan dan tanggung jawab pembinn kepegawalan. 

12) Penentuan program studi yang dauwarkan untuk pendidikan tugas 
belajar setiap tahunnya merupakan program studi yang bernifat 
mendesak, strategis dan 

Pasal 12 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dun kompetensi number daya 
manusia yang bersifat stndegis dan tspesiliik, pembiayaan Tugas &law 
merupakan Bcasiswa dari Pemerintah Punt, Pemerintrth Dacrah muupun 
polo kemitratart antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Darnib strut 
dimungkinkan number pembiuyan lain yang tidak bertenumgan dengan 
persyaratun dun ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan Walikota. 



Pasal 13 
11) Pegawai Negeri Sipil Dacrah yang sedang mcniSkuti pendidikan tugas 

belajar untuk jangka waktu Iebih diui 6 (enttm) bulun dibebaskan dart 
tugas clan pekerjaan sehari-hari. 

12) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan strulctural dan 
mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu kbih drat 6 
(cnam) bulan diberhentikan dun jabatnn strukturtilnya. 

(3) Pcgawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan fungaioruil dan 
mcngikuti pendidikan titian belajar untuk jangka waktu lebih dart 6 
(imam) bulan dibebaskan sementara dark jabatan fungsionalnyn. 

BAB VII 
SEMI/ARRAN. LARANOAN DAN SANKSI 

Magian Kcsatu 
KEWAJIBAN 

Pasal 14 

(11 Mahasiswa Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikannya wawa 
dengan kurikulum pengajaran yang (club ditentukan. 

(2) Setiap ukhir semester mahasiswa togas belujar want, mcnyampaikan 
laporan prrkembangan akademik steers tertulis kcpada Walikota 
melalui Sepals Badan Xepegawamn Daerah dan Pcndidikan, Pelatihan. 

(3) Mahasiswu Togas Be!Mar wajib mclaparkan diri kepada pejabat Pembina 
Pendidikan Tugas Bclajar paling lambert 7 (tujuhl hart scjak yang 
bersangkutan dinyatakan lulus don membawa aural keterangan 
pcngembalian dart lembaga pcndidikan tempatnya belajar.  

Badan Sectuts 
LARANOAN DAN SANKSI 

Pasal 15 

(I) Mahasiswa Tugas Relajar yang tidak dapat melanjulican pendidikan 
dikarenakan pengunduran diri secant sepihak, kelalalan pribadi 
maupun pclunggaran damps( pcndidikan okan dibcrikan sankai sesuni 
Icctentuan. 

12) Mahasiswa Tugas Belmar tidak cliperkenankan mengajukan pindah 
bekeija Imutasil kr luar Pemerintnh Kota Banjarbaru apabila hi:turn 
memenuhi ketentuan sebogaimana dirneksud dalam Pasta 6 hurur h. 
Mahusiswa yang melakukan pelanggaran dimaksud pado twat (I) clan 

ukan diberikan sanksi benipa: 
a. sanksi administratiE 
b. hukuman diaiplin; 
c. wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telab 

diterinumya. 
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BAB VIII 
LAMA PENDIDIKAN 

Pasal 16 

II) Lama pendidikan tugas  belajar discsuatkan dengan kunkulum 
pengajaran pada program studi yang ditempub dengan mengacu pada 
Lumpiran I Peraturan Walikota int, namun apabila melebihr dart waktu 
yang ditcntukan make yang bersangkutan tidak diberikan SPP, 
tunjangan belajar, tunjangan buku dan tunjangan praktek. 

12) Waktu tugas bclajor depot diperponjang sebanyak 2 (dual kali 
perponjunpan. 

(3) Reran/lawman waktu pendidikan togas belajar scbagaimana dimaksud 
pada uyat (2) depot diberikan paling lama 6 (enam) bulan. 

BAB IX 

PENYESUAIAN IJAZAH BALI PEGAWAI TUGAS BELAJAR 

Pasal 17 

Pegawin Negeri Sipil Duerah yang telah Belem, mengthuti pendidikan 
tugas belajar den pangkatnya belum disesuaikan dengan ijanthitya, 
make pada perinde kenaikan pangkat berikutnya diusulkan kenaikan 
pangkatnya taupe mclalui ujian penyeauaian ijazah. 

(2) Kenaikan pangkat sebagsumana dimuksud pada ayat II) dopat diberikan 
apabda : 
a. sekurang-lcumngnya [dab I (satu) tahun &bun pangkat tcrakhir; 
b setiap penilaian Forman kerja DP3 &darn 1 (sand tabus] 

terakhir sckurang-kurangnya bernilai balk. 
(3) Prgawm Negeri Sipil Daeralt yang telah selcsai mengtkuu pendidikan 

tugas belajar dengan pangkat yang telah setam dengan pendiclikannya, 
make tidak disesuaikan lagi partglcatnya. terhadap ijazah yang ditcrima 
akan diusulkan untuk penrantuman gelar dan dreamt dalam 
administrosi kcpegawaiannya sebagai closer untuk pencapaian pangkat 
tertinggi sesuai jenjang pendidikan. 

BAB X 
PENDIDIKAN LANJUTAN DAN PENEMPATAN 

ALUMNI TUGAS BELAJAR 
Pasal IR 

11) PegalVai Negen Stpil Dacrah yang telah selesai menjokuti pendidikan 
togas belajar depot mengnjukan pcnnohonan mengficuti pendidikan 
yang lebih tinggi apabila telah mclaksanakan tugaa sekurung-kurangnya 
2 (dun) tahun atau kanialt yang beraangkutan memperoleh prestasi 
yang luau blase. 



12) Pegawat Negeri Sipil Drierah yang telah selesta mengikuti pendidikan 
tugas belajar dapat mengajukan pennohonan pindah bekerja ke luar 
Pemerinuth Kota Banjarbaru apabila tech memenuhs ketentuan 
sebagainuma dimaksud &dam Proud 6 hurts! h.  

Partial 19 

Penempatan  alumni tugas belajsr dapat dilakukan dengan 
mempenimbanglum 
a. kesesualati dan kompetensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi 

jabatan dan kebutuhan pada whop &man Kerja Perangkat Daen-th 
(SKPD): 

b. assesment dan keahlian alumni tugas belajar. 

BAB XI 
PEMBIAYAAN TUNAS LlEIAJAR 

Pusal 20 

(I) Pegawai Negeri Said Daerah yang scdang mengikuti pendidikan tugas 
bclajar Program Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dibiayai 
sepenuhnya don APBD Kota Banjarbaru. 

(2) Pegawai Negeri Sipil Patnh yang sedong mengikuti pendidikan tugas 
belajar dan dibiayai oleh sponsor diberikan tambahan bantuan bioya 
pendidikan don APBD Paint Banjarharu sesuos dengan ketentuan yang 
berlaku 

(3) Maya selcksi nips belajar Mar daerah dapat diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus seleksi dan telah disctujui 
Walikota sebagai Pegawni Tugas Belajar inclalui Keputusan Walikota 
menjadi Pegawni Tugas Belajar, dimana biaya seleksi yang dupe' 
dibenkan berupa uang pendaftaran sesuat dengan yang berlaku pada 
matting-naming program studi, using film Pulsing Prig' (PP) ke tempo( 
seleksi dengan maksimal txtntuan yang dibenkan 2 (dun) kali perjaktnan 
selamo 2 (dual hari tanpa uang harian, dimana bcsarnya bantuan 
disesuzukan dengan ketentuan tan! yang berlaku. 

(4) Slays pendidikan yang diberikan kepada pcgawai tugas belajar 
sebagaimana dimaksud &darn Lampiran II Pentturan Walikota ini 
bcrupa 

n. biaytt SPP, rcidstrasi, matrilnilasi clan sumbangan pendidikan lainnya 
yang dibayorkan sesuni dengan tart! yang bentaku pada masing-
musing propsam swat: 

b. tunjangan belajar, tunjangan huku dan tunjangan praktek yang 
dibenkan  stung) semester den gam melompirkan  Lawn:in 
Perkembangan Studi, dapat berupa nika hasil studs maxi suet 
keterangan perkembangan studi dart tempat program studi pada 
semester sebelumnya; 



la 

c. biayn penelitian untuk tugas akhir diberikan pada akhir masa studi 
dengan melarripirkan surat keterangan melaksanakan penelitian 
untuk tugas akhir; 

d. biaya petigcmbalian akan dibcrikan ortelah selesai masa pendidikan 
&mann melampirlcan surat pengernbalian pegmai tugas belajar dari 
tempat pendidikan ke Pemerintah Kota Banjarbaru sedangkan Biaya 
wisuda akan dibcrikan dengan melampirkan surat undangun 
Manggilan) wisudo/ijamh dan transkip nikti. 

(5) Jangka waktu pembenan bantuan blurt tugas belajar berupa tunjangan 
belajar, tunjangan buku dan pruktek sesuai dengan masa pendidikan 
yang telnh ditentukun oleh pihak penyeIenwtra pendidikan, kecuab 
biaya penelitian tugas akhir, biuya wisuda dan perigembalion akan tetap 
dibcrikan pada nkhir mesa pendidikan. 

(61 Pegawai tugas belajar yang tempat pcnyelengguraan pcndichkannya 
beruda didalam daenth tidak diberikan ban= biaya pengrmbalian. 

(7) Pegsvmi tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendithkan wpm 
pada waktunya clan  masih diberikan kesemputan perpmnangart 
mengikuti pendidikan tugas belajar hiaya sepenuhnya ditanggung yang 
bersangkutan. 

BAB XII 

PEMBINAAN TUGAS BEIAJAR 

Pasal 21 

Untuk menitunin pendidikan tugas belajur depot benalan dengan balk don 
bcnar. Pembina pendidikan tugas belajar melaksanakan: 

a. monitoring terhudap administmai kemahasiswaan pada peiguruan tinggi 
tempat mahasiswo mengikuti pendidikan. 

b. evaluesi terhadap kemaman akademik; 

c. evaluasi terhadap tunjangan pendidikan dun tunjangun hidup; 

d. pembinaan langsung tcrhadap mahasiswa tug= belajar. 

BAB XIII 

PENUTUP 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Pcratumn Walikota int moka Peratunin Wakkota 
Banjarbont Nomor 29 Tahun 2012  tenting Pedoman Petaksanaan 
Pendidikan Tugu. &knot.  di Lingkungan Penwrimah Kota Banjarbaru 
(Berita Daeruh Kota Banjarbaru Tahun 2012 Norton 29) dicabut dart 
dinyatakan brink berlaku. 
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Paaal 23 

Hal-hal teknia yang belum diatur dalam Peraturun Walikota mi akan diatur 
dengan kcputuaan Kepola Badan Kepegawaian Darrell dan Pendidikan, 
Pclatihan. 

Pass! 24 

Peraturan Walikota int multi berlaku pads tanggal diundangkan. 
Agar setiap prang mengershuinyn, mernerimah fain pengundangan Petaluma 
Walikota int dengan penempattutnya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

Ditrtapkan di Banjarbaru 
padn tanggal 2013 

WALIKOTA BARJARBARO 

H. M. RUZA1D1R BOOR 

Diundangkan di Banjarbani 
path tanggal •-• 2013 

811RICCARILS DABRa 

H. rA :MANI 

HER/TA DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2013 NOMOR 



Ltanparon Neonatal) WallIota BitIljOtbail/ 
Nomor : Tahun 2013 
Tongsal : 9 .• • 2013 

LAMA IIWIDIDIKAN TUGAS SW-AJAR 

No JINJA/IS PENDIDIKAN 
BATAS WAKTII MABBMIAL 

SUMWIWEAM 

I. Dart ALTA aederajat Ice DIPLOMA I/II 3 TAHUN 

I. 
_ 

Dari SLTA oedema Ice DIPLOMA III 3 TAHUN 

3.  Dad SLTA seders/at lee DIPLOMA IV 5 TARIM 

4.  Dori DJ /0 U/13.1I1 lee DIV 3 TAHUN 

5.  Darl SLTA oedemata ke S. I 5 TAHUN 

6.  Dan DI/ DIUD.M IN 9.1 3 TAHUN 

7.  

to 

Mtn Strata I ISI) ke Strata 2 IS2) 2 TAHUN 

 Dan SI Xedoktessm ke Dolls Spesktlis S TAHUN 

7, Dart Strata 2 (3211vc Strata 3 MI 3 TAHUN 

WALIHOTA BANJARBARTJ 

fthe k  

H. M. RUZAIDIH NOOK 



Liimpiran II Penouran Walikota Banjo:Wry 
Nomor ' Tahun 2013 
Tonggal  :  :HI 2013 

A. TARN, TONJA1110AN 

JENJANG 

PERDIDIKAN 

LUAR DAERAH PER BULAN DALPI DAERAH PER BU1At4 

DI/DR/DIE D-V/81 32/83 121/D11/D111 D-V/81 82/33 

TUNJANCIAN 

TUBAS 

BELMAR 

350.000 600.000 850.000 200.000 400.000 530.000 

B. TA3133,  HUTA TONJANOAN 81310/LITERATUR. PENELTTIAN, TIMM AWN. 

VTISOOA OAN PCNGEWIALIAN PEGAWAI TOGAS BECLAJAR 

NU. - JEN18 BARMAN BESARNYA KETERANOAN 

I. Pemba= Buku/lAterattir 500.000 DibarBan peraemewar 

2.  

3.  

PICL/Pralctek 500.000 Diberikest perwxneater  

Penclitian/Riact 

- Diploma 1/11/111 1.000.000 Diboll= sans kali *Saul and' 

• strata Rain ISII 1.500.000 Diking= atm IS sauna stud! 

- Strata Dui (s2) 3.500.000 Dikedlum kali Much anal salami 

- Pendidikan Swaimlia 5.000.000 Dibenlian eatu kali *dam atudi 

Strata Tip (53) 30.000.000 Mbar*lam sans kali selatna stud! 

4.  Panda 2.000.000 Dila:ilk= aetelah seine! stud! 

5.  Pangembahan 2.000.000 Diberikan actelah iciest stud( 

H. M. RUZAIDIN BOOR 
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Pasal 23 

HaJ-hnl teknis yang belum diatur dalam Nauman Walikola ini alum diatur 
dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dacrah dan Pendidikan, 
Pelatthan 

Pasal 24 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada maggot diuudangkan. 
Agar scoop orang mengetahuinya, memerintahlain pcngundangan Ptraturan 
Walikota ini dengan penempotannya dalam Bcrita Dattah Kota Banjarbaru. 

Ditetapkan di Etanjarbarta 
pads tanggat - 2013 

OTA BANJARBARU 

H. M. RUZAID1N MOOR 

Diundangkan Ai Hanjarbaru 
pada tanggal 2013 

SEKRETARLII DAERAII, 

iIIQtIAIPI 

HERITA DAERAH KOTA BANJAREtARU TAHUN 2013 NOMOR 

_AP 



Lampiran I Peraturan Wahkom Ranpubaru 
Namur Tahun 2013 
Tanggal 2013 

LAMA PIANDIDICAN 11743A8 SflMAR 

NO JIIIMANO PINIWUNILUI 
BATAS WAX= MAKSIMAL 

PENDIDLICAN 
— 

I. Dan SLTA sedersjat ke DIPLOMA I/O 3 TAHUN 

2. Dart SLTA seders* be DIPLOMA III 3 TAHUN 

3. Dori SLTA sederojat be DIPLOMA IV 5 TAHUN 

4. Dori DI/DM/D.111 ke DIV 3 TAHUN 

5. DOA SLTA sederojat be 3.1 5 TAHUN 

6, Dad DJ/D.S/ DIU ke S. I 3 TAHUN 

7. Dilli Smut I (S I) It Strata 2 (Eel 2 TAHUN 

6. Dad Si /Cedoleteran Ice Dokter Spesialis 5 TAHUN 

7. Dad Strata 2 (32) It Strata 3 (53) 3 TAHUN 

VIALIXOT A BANJAFIBARU  4 

ii/irc 

tH. M. RUZAIDIS MOOR 



Lampoon II Peraturan Walikuth EkuDarbaru 
Notran : ' Tahun 2013 
Tonggal  : 2013 

A. TAMP TEINJANCIAll WAJAR 

JENJANO 

FENDIDIKAN 

LUAR DAERAH PER BU1AN DALMA DAERAH PER IWIAN 

DI/D11/DM U-V/SI S2/S3 DI/D11/0111  D-V/51  52/53 

TURIANCIAN 

MOAB 

BELMAR 

350.000 600.000 650.000 200.000 550.000 400.000 

B. TAMP BIM 11311./ABOAN 11111137/1211/BATOR. PESIBEMABL TOWS Ala 

WISUDA DAN PERGEMBALIAN PECIAWAI 1170A8 ISLIJAA 

NO. JENIS BANTUAN BESARNYA KETERANOAN 

I. Pent:than Bulas/lAteratur 500.000 DiberOnn pentameter 

2.  PEL/Praktek 500.000 Diberilinn persemeater 

3.  Penelitlm/Riaet 

- Diploma 1/11/M 1.000.000 Dibenlaus saw kali ethane stuck 

- Strata Saw (SI) 1.500.000 Ellberiltan saw kali aelama stuck 

• Strain Dua (52) 3.500.000 Diberiluut Baru kali oda= atudi 

• Pendittlitin Spesialie 5.000.000 Diberacan situ kali *Hama studi 

- Strata Tiga (83) 30.000.000 Diberilan gam kali mina qua 

4.  Winuda 2.000.000 Ditertican actdah mina: ant 

5.  ftngembakan 2.000.000 Madam ttetelah seine' atudi 

g
RATMCYLII NASJAIMUCLI 

04 
 IL IL MAIM MOOR 
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